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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PERLINDUNGANHUKUMBAGIKORBAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA PADA KASUS PENYEBARAN KONTEN
PRIBADI TANPA BUSANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan
Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm)

DESTRI ALHADIYAH

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin
pesat telah membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, salah
satunya munculnya kejahatan siber berupa penyebaran konten pribadi tanpa
busana tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Tindakan tersebut tidak hanya
melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan kerugian yang serius bagi
korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam praktik sistem
peradilan pidana di Indonesia, korban sering kali hanya ditempatkan sebagai
pihak yang memberikan keterangan untuk kepentingan pembuktian perkara,
sehingga perlindungan terhadap hak-hak korban belum sepenuhnya optimal. Oleh
karena itu, diperlukan kajian mengenai bentuk perlindungan hukum yang
diberikan kepada korban dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus
penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum
terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta penerapan
perlindungan hukum tersebut dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang
digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh
melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan,
kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
normatif perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang
Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm,
hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial dan menjatuhkan
pidana kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban, kejahatan siber, media sosial, sistem
peradilan pidana
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ABSTRACT

A LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS IN THE
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN CASES OF DISSEMINATION OF NUDE
PERSONAL CONTENT THROUGH SOCIAL MEDIA (Study of Decision
Number 22/Pid.B/2024/PN Pbm)

DESTRI ALHADIYAH

The rapid development of information technology and the use of social media
have had various impacts on society, one of which is the emergence of cybercrime
in the form of the dissemination of nude personal content without the consent of
the parties concerned. This action not only violates moral norms but also causes
serious harm to victims, both psychologically, socially, and economically. In the
practice of the criminal justice system in Indonesia, victims are often positioned
only as parties providing information for the purpose of proving cases, so that
protection of victims' rights is not fully optimal. Therefore, a study is needed
regarding the form of legal protection provided to victims in the criminal justice
system, particularly in cases of dissemination of nude personal content through
social media. This study aims to identify and analyze the forms of legal protection
Jor victims in the Indonesian criminal justice system and the application of such
protection in Decision Number 22/Pid.B/2024/PN Pbm. The research method
used is normative legal research with a statutory and case approach. The data
sources used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained
through literature review and documentation of court decisions, which were then
analyzed qualitatively. The results indicate that normative legal protection for
victims is regulated in various laws and regulations, including the Electronic
Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Witness and
Victim Protection Law. In Decision Number 22/Pid.B/2024/PN Pbm, the judge
found the defendant guilty of the crime of distributing nude personal content
through social media and imposed a penalty on the perpetrator as a form of legal
accountability.

Keywords: legal protection, victims, cybercrime, social media, criminal Jjustice
system
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat
berdampak besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat.
Media sosial sekarang bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga
menjadi tempat untuk menyebarkan informasi yang bersifat pribadi. Fenomena
penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial telah menimbulkan
persoalan hukum serius karena selain melanggar hak atas privasi, juga
menimbulkan penderitaan psikologis dan sosial bagi korban.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi korban sering kali
berada pada posisi yang lemah. Korban kerap diperlakukan hanya sebagai
pelengkap alat bukti tanpa mendapat perhatian terhadap hak-haknya sebagai pihak
yang dirugikan. Padahal, secara filosofis, hukum pidana memiliki tujuan untuk
memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat dari segala bentuk
kejahatan yang mengancam ketertiban sosial. Fungsi hukum pidana bukan hanya
menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan rasa keadilan bagi
semua pihak, termasuk korban. Kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana
memperlihatkan betapa besar penderitaan korban yang tidak hanya mengalami
kerugian moral dan psikologis, tetapi juga sosial akibat terpublikasinya konten
pribadi melalui media sosial. Pelaku dalam perkara tersebut terbukti secara
sengaja menyebarkan konten tanpa izin korban, sehingga korban mengalami

tekanan sosial dan gangguan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa



perlindungan terhadap korban masih menjadi aspek yang perlu diperkuat dalam
sistem pidana.!

Hukum pidana memiliki tujuan untuk memberikaan perlindungan kepada
individu dan masyarakan dari segala bentuk kejahatan yang mengancam
ketertiban sosial. Fungsi hukum pidana bukan hanya menghukum pelaku, tetapi
juga memberikan kemanfaatan dan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk

korban.?

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi
dan Elektronik Pasal 27 Ayat (1) ” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
medistribusikan dan/atau  dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan” Undang- Undang Informasi Transaksi dan Elektronik juga
mengatur berbagai bentuk tidak pidana seperti penyebaran konten pribadi tanpa
busana melalui media sosial, dan mengatur berbagai jenis tindak pidana di media
sosial, termasuk pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman kekerasan,
penipuan daring, dan akses ilegal terhadap sistem komputer. Selain itu undang-
undang ini juga mencangkup aturan tentang penyebaran informasi elektronik yang
bersifat meresahkan atau yang mengandung muatan pornografi, serta
penyalagunaan data pribadi tanpa izin.® Sanksi pidananya tercantum dalam Pasal
45 ayat (1) Memberikan Sanksi Pidananya, yaitu penjara maksimal 6 Tahun
dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000.00 ( satu miliar rupiah).

Dalam konteks hukum pidana, keberadaan korban merupakan bagian

integral dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Menegaskan bahwa

! Martini Idris, 2022, Kapita Selekta Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, him. 87.
2 Martini Idris, 2024, Fungsi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Masyarakat dan
Korban Kejahatan, Jakarta, Bravo Press. hlm. 22.

3 wicaksono putra hariyadi, Kekhususan Dalam Hukum Pidana (solok,sumatra barat,
2024). hlm. 82.



keberadaan korban dalam sistem hukum pidana harus diposisikan sebagai subjek
yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, bukan sekadar
objek dalam proses pembuktian. Oleh sebab itu, analisis terhadap kedudukan
korban dalam sistem peradilan pidana menjadi penting untuk menilai sejauh mana
hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan yang efektif terhadap
korban kejahatan, khususnya dalam kasus penyebaran konten pribadi tanpa
busana melalui media sosial.*

Penyebaran konten bermuatan asusila seperti penyebaran konten pribadi
tanpa busana untuk membalas dendam. dendam sendiri merupakan suatu
kejahatan yang terjadi ketika pelaku mengalami sakit hati terhadap korban karena
suatu hal diantara mereka, kemudian pelaku melakukan penyebaran konten
bermuatan asusila terhadap foto atau vidio yang bersifat privasi milik korban yang
diambil tanpa sepengetahuan atas dasar persetujuan korban yang kemudian konten
tersebut disebarkan oleh pelaku di sosial media karena pelaku sakit hati terhadap
korban dan ingin membalas dendam. Penyebaran konten asusila atau vidio
tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa adanya persetujuan korban tujuannya ingin
membuat korban merasa malu dan kehilangan pekerjaan.®

Era digital yang kita alami saat ini telah menciptakan beragam pengaruh,
mulai dari aspek teknologi sampai kehidupan pribadi, termasuk dalam hal
interaksi sosial. Salah satu fenomena yang kian marak ditemui adalah penyebaran

konten pornografi dengan tujuan balas dendam, yang dikenal dengan istilah

4 Martini Idris, 2024, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Kencana. hlm 56.

5 Ni Putu Winny Arisanti, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi
Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. Vol. 9, No. 5, hlm. 12, diakses dari
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819, diakses tanggal 11 Oktober 2025
pukul 23.44.



'‘Revenge Porn." Revenge porn merupakan tindakan yang tidak etis yang
melibatkan penyebaran konten seksual pribadi tanpa izin, dengan niat untuk
menjatuhkan, mempermalukan, atau membalas dendam terhadap individu yang
menjadi target.®

Salah satunya seperti pornografi balas dendam (Revenge Porn) merupakan
salah satu kejahatan dunia maya yaitu pelaku menyebarkan data pribadi berupa
konten asusila milik orang lain yang tidak seharusnya diketahui atau dikosumsi
publik. Pornografi balas dendam merupakan kejahatan yang tergolong dalam
cyber related crime, pornografi dapat dilakukan di luar maupun di dunia maya.
Seseorang yang memakai internet dengan menjadikan tempat kejahatan dengan
menyebarkan konten asusila milik orang lain akan memperburuk kejahatan
dibandingkan saat tidak memakai internet. Kasus pornografi balas dendam telah
banyak terjadi tapi minim pelaporan karena kekhawatiran korban terhadap
ancaman pelaku.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, masalah yang dapat
dirumuskan adalah sebagai berikut “ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA PADA KASUS PENYEBARAN KONTEN PRIBADI
TANPA BUSANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor
22/Pid.B/2024/PN Pbm)”.

B. Rumusan Masalah

6 Lina Karlina and Hasuri, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten
Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn),” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan
Politik 4, no. 6 (2024): 2343-51, https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i16.2713. hlm. 2343-51.



Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia pada kasus penyebaran konten pribadi tanpa
busana melalui media sosial?.

2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan
Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm?.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya fokus pada pembahasan mengenai
perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,
terutama dalam kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media
sosial sebagaimana bermuat dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka penelitian ini mempunyai
tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan korban dalam sistem
peradilan pidana dalam kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana
melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm.

b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diterapkan terhadap
korban dalam kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media
sosial berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm

2. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum

pidana.



b. Secara Praktis menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum
dalam perlindungan korban kejahatan siber. Memberikan referensi
akademik bagi mahasiswa hukum dan penelitian lain yang mengkaji isu
kejahatan siber.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan dalam penelitian ini agar tidak terjadi
kesalahpahaman atau perbedaan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan
dalam judul penelitian, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini perlu
dijelaskan secara jelas seperti berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban, pemenuhan hak korban untuk
memperoleh rasa aman dan keadilan. Perlindungan hukum terhadap korban
adalah segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara, masyarakat, dan
lembaga terkait untuk menjamin hak-hak korban atas rasa aman, pemulihan,
dan keadilan setelah terjadinya tindak pidana.” Sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 serta prinsip-prinsip keadilan restoratif.

2. Kedudukan Korban, posisi hukum korban dalam sistem pidana. mengacu pada
konsep viktimologi menurut Arief Gosita bahwa korban memiliki hak untuk
memperoleh perlindungan dan pemulihan dalam proses peradilan pidana.
Korban adalah individu yang merasakan penderitaan baik secara fisik maupun

mental akibat tindakan orang lain.®

7 Philipus M Hadjon, 2023, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , (Surabaya:
Bina Ilmu), hlm. 2.
8 Arif Gosita, 2023, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta:CV Akademi Pressindo),hlm.43



3. Sistem Peradilan Pidana, kesatuan lembaga penegak hukum pidana. Mengacu
pada Barda Nawawi Arief yang menjelaskan sistem peradilan pidana sebagai
satu kesatuan komponen yang saling berhubungan (penyidik, penuntut, hakim,
lembaga pemasyarakatan). Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System),
secara etimologis sistem mempunyai arti terhimpun antar bagian yang saling
berhubungan dan merupakan suatu seseorang dari tuduhan pidana disebut
peradilan pidana.®

4. Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Busana, tindakan menyebarluaskan materi
pribadi tanpa izin. Merupakan bagian dari cybercrime yang diatur dalam Pasal
27 ayat (1) UU ITE. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen FElektronik yang memilik
muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan mendistribusikan,
mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya materi visual yang bersifat
pribadi, intim, atau asusila tanpa izin dari pithak yang bersangkutan, biasanya
melalui media sosial atau platform digital.*

5. Tanpa Busana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanpa busana
secara sederhana didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak

mengenakan pakaian sama sekali. Dalam konteks ini, "busana™ sendiri berarti

® Ayom Prayoga, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando, “Peran Lembaga
Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir
Pemidanaan,” Jurnal Pendidikan Dan  Komseling 5, mno. 1 (2023): 5987-93,
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12527%0Ahttp://journal.unive
rsitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/12527/9568.

10'Wagiman wahyu, Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia,
Jurnal llmu Hukum dan Humaniora, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 23.



pakaian atau baju, dan “telanjang” secara dekat berarti tidak memakai pakaian,

seperti banyak anak kecil yang mandi disungai.!

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Peneliti ini mencantumkan secara rinci hasil penelitian terdahulu dan

akan mencari serta melengkapi secara mandiri pada tahap penyusunan skripsi.

Table 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No | Nama Judul Jenis | Universitas Rumusan | Kesimpulan
penelitian | Penelitian | Peneliti Masalah dan
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https://kbbi.web.id/busana, diakses pada 30 Oktober 2025.
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analisis
praktik
peradilan.

G. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan
menelah peraturan perundang-undangan dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN
Pbm.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif-empiris.
Penelitian hukum normatif-empiris merupakan jenis kajian yang dapat
menganalisa prinsip-prinsip hukum yang didasarkan data yang didapatkan
secara objektif. Dalam penelitian ini, sumber utama diambil dari bahan hukum
primer,sekunder, dan tersier.
2. Sumber Data
Sumber data penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum yaitu, bahan
hukum primer,sekunder,tersier.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas
(outoritatif).’? Dalam penelitian ini bahan yang berupa Undang-undang di
Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur isu
mengenai Tindak Pidana tentang Mentransmisikan Informasi Elektronik

bermuatan melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27

ayat (1).

12 Ali zainuddin.H, 2024, Metode Penelitian Hukum (Jakarta Timur). hlm 47.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan
dokumen penjelasan atau analisis terhadap hukum primer.* Bahan hukum
ini menyajikan informasi atau hal-hal yang berhubungan dengan isi bahan
hukum primer dan penerapannya, contohnya artikel ilmiah, sumber yang
diperoleh dari internet, teori atau pendapat para ahli,buku.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau
petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah

kamus, ensiklopedia, dan bibliografi.

. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
keperpustakaan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, tersier.
Dokumentasi mempelajari putusan pengadilan dan peraturan perundang-
undangan dan studi lapangan adalah teknik pengumpulan dengan cara
melakukan wawancara dengan aparat hukum atau ahli hukum pidana pada
tempat penelitian tersebut.

. Analisis Data

Adapun analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat
pengumpulan data secara kualitatif yaitu dengan menguraikan dan menekankan
pada pemahaman mendalam tentang fenomena melalui data deskriptif kata-

kata,observasi,dan wawancara.

13 Jpid., him 54.
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H. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini akan menguraikan dari judul penelitian, latar belakang,

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian,
kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem
Peradilan Pidana Pada Kasus Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Busana Melalui
Media Sosial. Berisi teori-teori tentang viktimologi, sistem peradilan pidana,
perlindungan hukum korban dan ketentuan hukum positif yang mengatur tindak
pidana penyebaran konten pribadi tanpa busana.
BAB 111 PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai permasalahan tentang
Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukun Terhadap Korban Dalam Sistem
Peradilan Pidana Pada Kasus Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Busana Melalui
Media Media Sosial dan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm.
BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir sebagai penutup, maka pada bab ini
meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan

pembahasan permasalahan yang ada.
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